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ABSTRAK

Artikel ini berjudul “ Program Mengoptimalkan Pelayanan Perusahaan daerah Air Minum
(PDAM) Kota Pontianak” Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis
faktor-faktor apa sgja yang mempengaruhi implementasi program dalam rangka mengoptimalkan
pelayanan air bersih PDAM Tirta Khatulistiwa K ota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Barat.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi program
optimalisasi pelayanan air bersh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak khususnya di Kecamatan
Pontianak Barat di pengaruhi oleh beberapa fakior.. Faktor tersebut antara lain. Faktor yang pertama,
kurangnya komunikasi berupa kuranq diatlakannya sosialisasi _yang menyebabkan pemahaman pelanggan
mengenal permasalahan yang qrhuiapr ole PDAM dalam implémegtas program optimalisasi prlayanan
sangat minim sekali. Kedpa-"Taktor sumber daya dalam hal ini kemaT'npuan sumber daya manusia yang
belum maksimal darr_csecj" pendidikan dan penguasaan teknologi serta kurang_memadar nya fasilitas serta
sumber daya anggd’an yang menyebabkan lambannya investasi yang di Jalankan‘*dr, dalam implementasi
program optimalisasi pelayanan ‘air -bersh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontléhak di Kecamatan
Pontlana[&r-Barat Ketiga, skap implementor yang dirasakan kurang peduli menyebabkan program
optimaliSasi pelayanamairbersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di Kécamatan Pon"nanak Barat
tidak ‘berjalan dengan optimal. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak|pihak dan kewenangan
yang tidak jelas; menyebabkan implementasi program Jmembutuhkan waktu"yang panjang daJam
pelaksanaannya_ | L}
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ABSTRAGT |

|
" This articel was mplementﬂ!rén bro r Lto optimalized service from water company/ in
f’ontlanak City”. This articel was mtended t analyze the factors of implementation program
qptr malization service from water company,fg Po ty that has not been done properly. |

|

The conclusion of this research is I  maximum of implementation program optimalitation
ser}nce from water company in Pontianak city , ialed in west-Pontianak distric city., it was influenced
by sqreral factors. The first factor was, lack of communication likeless of socialization that gause less
understanding from public and customers to program opti malitation and problems about optrmalrtatron
servrce*f;rom public water company in Pontianak Gity. Second, the r&ourcefactor in this matterfwas lack of
adequate ‘facilities in implementation program optimalitation sefvice that truly |nfluence.1t Third, the
perceived attltude of the implementor much:less support in.the implementation of the program that cause it
not running eptimally. Forth, bureaucratic structures that involving many peoples and’customers cause
the |mplemenfat|on program optimalitation takes long times to process. F
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disposition factors, and bureaucratic structure factors.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kota Pontianak Perusahaan Daerah Air minum
(PDAM) Tirta Khatulisiwa Kota Pontianak
mempunyai  tugas untuk  menyelenggarakan
pengelolaan air berssh untuk  meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat yang mencakup aspek
sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Sedangkan
dalam melaksanakan tugas pokoknya, PDAM Tirta
Khatulistiwa Kota Pontianak melakukan fungsinya
seperti pelayanan umum/jasa, menyelenggarakan
kemanfaatan umum dalam pemenuhan kebutuha air
bersih bagi masyarakat Kota Pontlanakdarf memupuk
pendapatan bagi Pemerintah Kota P@‘ﬁnanak

-
.I'

PDAM dalam kegraftan operasionalnya melekat
dua fungsi, yaitu sebagal unsur . pel ayanan masyarakat
dan sebagai ah satu sumber Pendapatan Adli
Daerah (PAD). Sebagai, unsur pelayanan masyarakat,
PDAM _Tirta Khatulistiwa Pontianak™, dituntut
berorigfitasi sosial dalam rangka memenuhi kébutuhan
air Persih kepada masyarakat, khususnya do Kota
Ponuanak Sedangkan sebagal sumber+,PAD, rtidak

terlepas dari= aspek ekonomi yaltu mencari____
Kéuntungan.
| : 3
4 Meldui  program kerjanya PDAM  Tirta
Khatul istiwa_ dituntut untuk memberikan dan
mehingkatkan  pelayanan  air  bersih kepzi\da

pelanggannya sehingga kesinambungan p

dari pel anggannya akan terus mendorong terci pt ya '
keberfangsungan hidup perusahaan. Diharapkan; a,giarll ‘y

hasil pendapatan yang diperoleh tersebut

apat " konvensioanal  melali

perlu untuk meningkatkan kemampuan pelayanannya
melalui pelaksanaan program-program dari waktu ke

waktu sgalan dengan  kecenderungan arah
perkembangan pembangunan, pertambahan
perumahan, industri, pertambahan penduduk dan

kenaikan taraf hidup masyarakat di daerah Kota
Pontianak.

Melalui pelaksanaan program — programnya
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak telah
mengupayakan  memberikan  pelayanan  untuk
memenuhi kebutuhan akan air bersih, namun dalam

a==pefjalannya sering mendapat kendala - kendala yang

menimbulkan keluhan dari  masyarakat maupun
pelanggan. Keluhan masyarakat dan pelanggan
tentang semakin Scﬂﬂ@ a untuk mendapatkan air
bersih. .tampaknya masths,menjadi kendala yang
sepenuhnya belum dapat d‘i‘aqu oleh Pemerintah
Daerah ‘ddlam hal ini PDAM Wirta Khatulistiwa
Pontianak. Disatu pihak permintaan masyarakat akan
air bersih semakin meningkat, namun T{emampuan
pelayanarr yang diberikan belum sebanding" ‘dengan
pemenuhan permintaan masyarakat tersebut. Dipihak
lain pelayanan kepada pelanggan yang sudah
terpasang/ berlangganan masih belum-optimal. !

-' Program penyediaan air bersih Kota Pontlanalz'
dimulai. tahun 1959 yang ditandai oleh pembangunan
Sarana ‘dan prasarana penyediaan air bersih melalyi
pembangunan Instalasi  Pengolahan - Air (IPA)
Eapastas 100 liter/detik di Kompleks*IPA Imam
oﬁr dan mulai dioperasikan pada tahun 1962.
air yang digunakan adalah air permukaan
berasal dari sungai Kapuas yang diolah secara
instalas  dengan sistem

dijadikan sebagai salah satu pemasukan atau b'pengolahanlengkap

pendapafqn bagi daerah. Sebagai suatu Badan Usaha
Milik Dagtah (BUMD) Kota Pontianak, PDAM Tirta
K hatulistiwe perlu memperhatikan - . dan
mengantisipasi lingkungan smasyarakat ‘yang akan-
terus berubahi PDAM Tirta . Khatulistiwa Kota
Pontianak dihadapkan pada suatu situasi lingkungan
yang mendorong pihak pemerintah daerahi dalam hal
ini PDAM 'l,',j rta Khatulistiwa untuk
mengantisipasinya. Perumhaanl,)gherah yang kuat dan
dinamis dituntut untuk menangkap Peltang==dan
mengantisipasi ancaman yang berdampak terhadap
kelangsungan kesinambungan perusahaan. Perusahaan
Daerah yang sukses adalah perusahaan yang mampu
beradaptasi dengan pasar yang terus berubah, selain
itu juga mampu melakukan perencanaan dan
pelaksanaan program strategis bagi perusahaannya.

PDAM Tirta Khatulistiwva Kota Pontianak
sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang melayani
kebutuhan hajat hidup orang banyak yakni air bersih,
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Pada awalnya program penyediaan @ir bersih
Kota Pontianak pengelolaannya ditanganifoleh Dinas
Saluran Air Minum~kemudian pada tanggal 14 mei
1975, Dinas ;Saluran Air Minum terSebut berganti
nama 'dan status menj adi Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) melalui PRératuran Daerah
Kotamadya Dati |1 Pontianak-Nemor : 03 tahun 1975
tentang_ Pendirian- Peflisahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Daerah Tingkat |1 Pontianak sebagaimana
diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan pada
Perda tersebut PDAM diberi nama PDAM Tirta
Khatulistiwa Kota Pontianak. Sedangkan pengaturan
pelayanan kepada pelanggan diatur melalui Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Pelayanan Air
Minum PDAM Kotamadya Tingkat Il Pontianak
sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah
Nomor 04 tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum
PDAM Tirta Khatulistiwa K ota Pontianak.
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Segjalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan
kebutuhan akan air bersih melalui berbagai program
pihak PDAM Tirta Khatulistiwva Kota Pontianak
bersama-sama Pemerintah baik Pusat dan Derah telah
meningkatkan kapasitas Instalasi melal ui
pembangunan IPA Imam Bonjol | dengan kapasitas
awal 100 liter/detik pada tahun 1959, pada tahun 1982
meningkat menjadi 300 liter/detik  melalui
pembangunan [PA Imam Bonjol [, meadui
pembangunan Perumnas | dan |l pada tahun 1978
PDAM dihibahkan unit instalasi dengan kapasitas 25
liter/detik yang terletak di Komplek IPA Sei Jawi
Luar (SJL) Pontianak Barat sehingga kapasitas
terpasang total menjadi 325 liter/detik, upreting
Instalas Imam Bonjol | dan Il pada tahun 1991
sehingga kapasitas terpasang menjadi 475 liter/detik.
Melalui Bantuan Menteri PU pada tahun 1993
dibangun IPA Imam Bonjol 111 dengan kapasitas 110
liter/detik dilanjutkan dengan Program KUDP Sektor
Air Bersih yang berasal dari pinjaman IBRD Bank
Dunia dengan pembangunan IPA Imam Bonjol 1V
sebesar 300 liter/detik. Tahun (2002-2004) dibangun
IPA Selat Panjang 5 dan 6 dengan kapasitas total 300
liter/detik dengan sharing pendanaan PDAM,
Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat sehingga pada
tahun 2005 total kapasitas instalas terpasang menjadi
1,210 liter/detik, keseluruhan rangkaian pembangunan
tersebut menggunakan dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM, Pinjaman
Bank Komersial (Bank Duta dan Bank Kalbar), Loan
IBRD Bank Dunia dan Rekening Pembangunan
Daerah, maupun Hibah Pemerintah.

Wilayah pelayanan PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak meliputi seluruh wilayah administratif
kota Pontianak dan sebagian wilayah Kabupaten
Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya Daam,
Ambawang dan Sungai Kakap. Pembagian daerah
pelayanan secara administratif terbagi atas 3 (tiga)
wilayah yaitu:

1. Wilayah | meliputi Pontianak  Selatan dan
Tenggara dan sebagian Kabupaten Kubu Raya.

2. Wilayah 1l meliputi Pontianak Barat dan
Pontianak Kota

3. Wilayah Il meliputi Pontianak Timur dan Utara
dan sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Jumlah keseluruhan pelanggan sambungan aktif
berdasarkan data Desember 2010 tercatat 75.075
pelanggan aktif dan 6.000 pelanggan pasif sementara
pada akhir tahun 2005 tercatat 61.699 pelanggan atau
terjadi peningkatan pada kurun waktu 5 tahun sebesar
11.456 pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan yang
ada di wilayah pelayanan Kecamatan Pontianak Barat
/ kota yang mencapai 27.301 pelanggan atau sebesar
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36 %, dengan pertumbuhan sebesar 18 % atau 4.245
pelanggan

Ditinjau dari klasifikasi pelanggan, maka jumlah
pelanggan yang terbanyak adalah pelanggan rumah
tangga yang mencapai 90,13%, diikuti pelanggan
niaga 7,78% dan pelanggan sosia 1,06% sementara

kelompok pelanggan HU/KU, industri, Instans
Pemerintah dan Khusus berada dibawah 1 %.
Pelaksanaan program dalam rangka

mengoptimalkan pelayanan PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah (
PERDA) Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Khatulistiwa, bahwa dalam
penyelenggaran pelayanan air minum PDAM Tirta
Khatulistiwa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Mengoperasikan pelayanan ar minum secara
optimal;

b. Mengatur pendistribusian air minum sesuai
kapasitas produksi yang tersedia;

c. Memberikan pelayanan ar minum kepada
pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas,
dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa
(force majeure);

d. Melaksanakan penggantian meter air secara
periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan
apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami
kerusakan, maka kewgjiban PDAM untuk melakukan
penggantian meter air.

e. Memberitahukan kepada pelanggan
adanya gangguan dan hambatan pelayanan;

tentang

f.  Melakukan pemeriksaan kualitas air minum;

g. Melayani dan keluhan

pelanggan;

menindaklanjuti

h. Meningkatkan kapasitas air
kontinuitas pendistribusian;

untuk menjaga

i. Menyediakan call centre yang aktif selama 24
(dua puluh empat) jam dan kotak pos pengaduan:

j-  Menyediakan loket pembayaran rekening air
yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah
satu Kecamatan dengan tingkat perkembangan
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pemukiman penduduk yang begitu besar, dimana hal
tersebut juga perlu diimbangi dengan pemenuhan
akan kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar
bagi setiap orang. Perkembangan Pemukiman
masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersedian
akan fasilitas yang mendasar (air bersih) akan
menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan
masyakat itu sendiri, terutama di bidang kesehatan.

Unit pelayanan Wilayah (UPW) Il merupakan
unit kerja yang melaksanakan program kerja
pelayanan untuk wilayah Kecamatan Pontianak Barat
dan sebagian wilayah Kecamatan Pontianak Kota.

Dalam pelaksanaan program kerjanya khususnya dj_
wilayah Kecamatan Pontianak Barat, Unit Pelayanap
Wilayah UPW || mendapatkan berbagai masalah yang,
menyangkut pelayanan air bersih bagi pelanggannya. 4,

Masalah-masalah yang berkaitan  dengan
pelaksanaan program dalam rangka mengopti malkan
pelayanan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak dalam
memenuhi kebutuhan air bersh bagi  pelanggan
khususnya di Kecamatan Pontianak Barat antaralain :

1. Pelaksanaan program pelayanan informasi yang
disampaikan kepada pelanggan mengenai masalah
pelayanan air bersh belum maksimal. Misanya
minimnya informasi yang disampaikan tentang
kendala  teknis  pendistribusan  air  yang
mengakibatkan tidak mengalirnya air di beberapa
lokasi. Hal tersebut membuat pelanggan seringkali
merasa dirugikan. Faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan  program tersebut adalah  faktor
komonikasi yang mash belum optima dan
kemampuan Sumber daya yang belum maksimal.

2. Pendistribusian air bersih yang belum maksimal
baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas jika
dibandingkan dengan jumlah permintaan akan
kebutuhan air bersh bagi pelanggan yang ada,
sehingga masih banyak pelanggan di Kecamatan
Pontianak Barat yang belum menikmati air bersih
dengan lancar. Faktor yang mempengaruhi hal
tersebut berkaitan dengan faktor sumber daya yang
minim, baik dari segi sarana prasarana, fasilitas dan
kemampuan  sumber daya manusia dalam hal
penguasaan teknologi.

3. Lambatnyainvestasi pengembangan produksi dan
jaringan pendistribusian air yang berkaitan dengan
masalah cost / biaya yang cukup besar. Sementara
biaya produksi dan jaringan yang lama menyangkut
perawatan dan perbaikan juga menelan biaya yang
besar pula. Hal ini dipengaruhi oleh faktor Struktur
birokrass  dan faktor disposis atau sikap dari
implementor kebijakan dalam hal ini pemerintah Kota
Pontianak yang menyebabkan PDAM menjadi sulit
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dalam melaksanakan program kerja untuk melakukan
pengembangan investasi guna mendukung pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Pontianak
sebagali upaya mengoptimalkan pelayanan akan air
bersih.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa
permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Tirta
Khatulistiwa berkaitan dengan pelaksanaan program
dalam upaya mengoptimalkan pelayanan air bersih
bagi pelanggan dan masyarakast Kota Pontianak
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

1. Faktor Komonikasi

2. Faktor Sumber Daya

3. Faktor Disposisi

4. Faktor Struktur Birokrasi

Berdasarkan latar  belakang
dikemukakan ,maka yang menjadi fokus dalam
penelitian ini adalah mengenai faktor yang
mempengaruhi implementasi program  yang
dilaksanakan oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
air bersih khususnya bagi pelanggan di Kecamatan
Pontianak Barat.

yang telah

Adapun Informan yang menjadi Subjek penelitian ini
meliputi:

a. Bagian Unit Pelayanan Wilayah (UPW) || PDAM
Tirta Khatulistiwa Pontianak, dalam hal ini di wakili
oleh Kepala Seksi Teknik dan Administrasi di UPW 1

b. Bagian Humas PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi
dan Staf Humas.

c. Bagian Bina Program PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak dalam hal ini diwakili oleh Kepala
Seksi Bina Program dan Staf Unit Pengolahan Data
Elektronik (PDE) PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak.

d. Beberapa orang pelanggan PDAM Tirta
Khatulistiwa di Kecamatan Pontianak Barat.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. KerangkaTeori

Model yang digunakan untuk menganalisis
implementasi kebijakan ini ialah Model implementasi
Edward 111 (dalam Widodo, 2008:96), menyebutkan
ada empat variabel yang berpengaruh terhadap
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan
diantaranya:
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1. Faktor komunikasi (communication)

Komunikas kebijakan diartikan sebagai proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat
kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan
(policy implementors). Informasi kebijakan publik
perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para
pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa
yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran
(target groups) kebijakan, agar para pelaku kebijakan
dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus
dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan
kebijakan publik sehingga tujuan dan sasaran
kebijakan publik tersebut dapat tercepai sesual
harapan.

Terdapat tiga dimensi komunikasi kebijakan
dalam hal ini, yaitu dimensi transmisi (transmission),
kejelasan (clarity), dan konsistens (consistency). Pada
dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan
publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana
kebijakan saja, tetapi juga harus disampaikan kepada
kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang
berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pada dimensi kejelasan menghendaki agar
kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana,
kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang
berkepentingan langsung maupun tidak langsung
mengenai  kebijakan dapat diterima dengan jelas,
sehingga diantara mereka mengetahui apa yang
menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi
dari kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan
dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dimensi
konsistensi, menghendaki perintah yang diberikan
dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah
konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan
kebingungan bagi pelaksanadi lapangan.

2. Sumber daya (resources)

Edward Il (ddam Widodo, 2008:98)
menegaskan bahwa: Dalam hal ini sumber daya di
klasifikasi kedalam sumber daya manusia, sumber
daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Pertama,
sumber daya manusia, Edward menegaskan bahwa
“probably the most essential resources in
implementing policy is staff’, dimana sumber daya
manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan cakap
(keahlian). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung
kepada sumber daya manusia (a@paratur) yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Kedua, sumber daya anggaran, dimana Van
Horn dan Van Matter (dalan Widodo, 2008:100)
menyatakan “new towns study suggest that the limited
supply of federal incentives was a major contributior
to the failure of the program”. Terbatasnya insentif
tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan
perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan, sehingga
insentif yang cukup diperlukan agar para pelaku
kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku)
tinggi dalam melaksanakan kebijakan.
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Ketiga, sumber daya peralatan, Edward Il
(dalam Widodo, 2008:102) menegaskan bahwa
Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang di perlukan
dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya
pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya
fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama
teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan
infformasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat
dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan
akuntabilitas.

Keempat, sumber daya informasi dan
kewenangan. Informasi yang dimaksud berkaitan
dengan informasi yang relevan dan cukup berkaitan
dengan bagaimana cara mengimplementasikan
kebijakan serta informasi tentang kerelaan atau
kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan.

3. Disposisi (disposition)

Edward Il (dalam Subarsono, 2010:91)
menyebutkan bahwa disposis adalah watak dan
karakteristik yang dimiliki implementor dalam
menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut
dapat berupa komitmen, keujuran serta sifat
demokratis. Implementor akan dapat menjaankan
kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan disaat implementor memiliki
disposis atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila
sikap atau perspektif yang dimiliki implementor
berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan
maka proses implementasi tidak dapat terlaksana
efektif.

Van Matter & Van Horn (daam Widodo,
2008:105) menyebutkan ada tiga macam elemen
respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan
kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yang
antara lain terdiri dari pengetahuan (cognition),
pemahaman dan pendalaman (comprehesion and
understanding) terhadap kebijakan; arah respon
mereka apakah menerima, netral atau menolak
(acceptance, neutrality, and rejection); intensitas
terhadap kebijakan.

4. Struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Satu faktor lagi yang dapat menyebabkan
kebijakan tidak dapat terrealisasi, yaitu terdapatnya
kelemahan dalam struktur birokrasi. Ketika struktur
birokras tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia,
akan menyebabkan sebagian sumberdaya-sumberdaya
menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya
kebijakan.

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup
aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian
kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi
yang ada dalam organisas yang bersangkutan, dan
hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur
birokras juga mencakup dimensi fragmentasi dan
dimensi mengenai standar prosedur operasi (SOP).
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari pemahaman Implementas program dan
melihat  permasalahan yang ada  mengenai
implementasi program optimalisas pelayanan air
bersih Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta
Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak
Barat dapat digambarkan bahwa implementas
program optimalisasi pelayanan ar bersih di
Kecamatan Pontianak Barat belum berjalan secara
maksimal.

Dengan melihat pernyataan tersebut di atas telah
membuktikan  bahwa  implementas  program
optimalisasi pelayanan air bersh di Kecamatan
Pontianak Barat masih belum berjalan dengan efektif.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada
pembahasan ini penulis akan menganiliss  faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi program
optimalisasi Pelayanan Air Bersih di kecamatan
Pontianak Barat.

Implementasi program kebijakan merupakan
proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.
Implementasi  kebijakan lebih menekankan pada
tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah
ditetapkan oleh pemerintah instansi maupun
organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan publik
sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik
tersebut diimplementasikan.

Implementasi program akan dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat khususnya pelanggan
PDAM Tirta Khatulistiwa kota Pontianak apabila
aparat pelaksananya mempunyai  kemampuan
memahami  tuntutan dari masyarakat maupun
pelanggannya, tidak kaku dalam memahami prosedur
dan aturan-aturan formal, mengedepankan
kepentingan masyarakat atau pelanggan, peka
terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat
khususnya pelanggan PDAM Tirta Khatulistiwa, dan
dalam setigp langkah dan tindakannya berusaha
melakukan penyesuaian terhadap perkembangan
kebutuhan masyarakat.

Beberapa faktor disinyalir memiliki peran penting
dalam  mempengaruhi  implementass  program
optimalisasi pelayanan air bersh di Kecamatan
Pontianak Barat.

1. Komunikasi

Faktor pertama yang berpengaruh menurut Edward I11
adalah faktor komunikasi. Komunikasi dalam hal ini
diartikan sebagai proses penyampaian informasi
kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok
sasaran.

Implementasi program akan berjalan efektif apabila
ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami
oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam
pencapaian tujuan kebijakan. Kegelasan ukuran dan
tujuan  kebijakan dengan  demikian  perlu
dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan
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tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor
mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan
kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu
proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa
menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau
menyebarluaskannya. Di  samping itu sumber
infformasi yang berbeda juga akan melahirkan
interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi
berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab
melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui
apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya
implementasi kebijakan harus diterima oleh semua
personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat
mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para
aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan
spesifikasi  kebijakan sebenarnya mereka tidak
mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para
implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan
mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan
mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya
komunikasi kepada para implementor secara serius
mempengaruhi implementas kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses
implementasi program optimalisasi pelayanan air
bersh di Kecamatan Pontianak Barat, pelaksanaan
sosidlisas sangat jarang dilakukan kepada pelanggan
sehingga pengetahuan pelanggan mengenai masalah
yang menyangkut pelayanan sangat minim, bahkan
banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui
mengenai penyebab permasalahan dan kendala yang
dihadapi oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti,
terkait dengan sosialiasi tentang masalah Pelayanan
PDAM. Bagian Humas PDAM menyatakan bahwa :
Untuk sosialsiasi program optimalisasi pelayanan
PDAM dan permasalahan yang dihadapi diakui
memang sangat kurang pelaksanaan sosialisasi.
Kurangnya perhatian dari pihak implementor dalam
hal ini PDAM Tirta khatulistiwa kota Pontianask
didalam pelaksanaan sosialisas membuat pelanggan
seringkali tidak mendapatkan informasi mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan program yang yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada pelanggan, serta kendala atau hambatan apa
saja yang dihadapi oleh pihak PDAM dalam
pelaksanaan program optimalisasi pelayanan bagi
pelanggannya. Hal ini tentunya membuat pelanggan
seringkali merasa dirugikan.Sstem informasi yang
belum teerintegrass dengan baik juga menjadi
kendala pihak PDAM dalam melaksanakan program
optimalisas polayanan air bersih khususnya di
Kecamatan pontianak Barat..

Berdasarkan pernyataan informan tersebut
dikemukakan bahwa kurangnya pengetahuan
pelanggan mengenai kendala dan permasalahan yang
dihadapi oleh  mangemen PDAM  daam
melaksanakan  program optimalisasi  pelayanan
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mengenai air bersih dikarenakan kurangnya faktor
sosidlisasi  kepada pelanggan serta kurangnya
kerjasama yang baik oleh pihak implementor.
Kurangnya sosidlisass  yang dilakukan oleh
implementor tentunya berpengaruh dalam proses
implementasi, karena tanpa sosialisas pelanggan
tidak akan tahu tentang sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian mengenai faktor komunikasi
pada implementasi program optimalisasi pelayanan air
bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat, diketahui bahwa dalam
proses implementasi program optimalisasi pelayanan
air bersh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
di Kecamatan pontianak Barat, implementor kurang
melakukan sosialisas kebijakan baik secara formal
maupun informal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait
dengan sosialiasi tentang masalah Pelayanan PDAM,
SRT pelanggan PDAM di Kecamatan Pontianak Barat
mengatakan :

PDAM Kota Pontianak dalam melaksanakan
program kerjanya dan permasalahan yang dihadapi
kurang mengsosialisasikannya kepada masyarakat..
Kurangnya perhatian dari pihak implementor dalam
hal ini  PDAM Tirta khatulistiwa kota Pontianask
didalam pelaksanaan sosialisas membuat pelanggan
seringkali tidak mendapatkan informasi mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan program yang yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada pelanggan, serta kendala atau hambatan apa
sgja yang dihadapi oleh pihak PDAM dalam
pelaksanaan program optimalisasi pelayanan bagi
pelanggannya. Hal ini tentunya membuat pelanggan
seringkali merasa dirugikan. Informasi yang diterima
pelanggan seringkali terlambat, sehingga pelanggan
tidak dapat mengantispasinya dengan jalan
melakukan penghematan penggunaan air bersih.

Sosiadlisas menjadi tidak efektif jika dikaitkan
dengan waktu sosialisas yang sangat jarang dilakukan
oleh implementor, dalam pelaksanannya sosialisasi
jarang dilakukan sekali diberikan informasi mengenai
program optimalisas pelayanan air bersh PDAM
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Untuk mencapai
sosidlisasi yang efektif tentunya harus dilakukan
secara intensif dan melalui media yang memadai.
Sosidisas informal yang dilakukan tidak dapat
menjamin  bahwa sosidisas telah efektif di
transmisikan. Apabila sosiadlisas informal  yang
digunakan tidak didukung dengan sosidlisas formal
maka sosialisasi yang dilakukan tidak akan dapat
menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan secara
utuh bahkan dapat memunculkan persepsi berbeda-
beda di antara penerimainformasi.

Jika dikaitkan pada dimensi komunikasi
kebijakan dalam hal ini, yaitu dimens transmisi
(transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi
(consistency). Maka dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa:
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1.Pada dimensi transmisi (transmission) menghendaki
agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan
kepada pelaksana kebijakan sagja, tetapi juga harus
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan
pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Dalam hal ini informasi yang
diterima oleh pelanggan belum dapat terlaksana
dengan baik.

2. Pada dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar
kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana,
kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang
berkepentingan langsung maupun tidak langsung
mengenai  kebijakan dapat diterima dengan jelas,
sehingga diantara mereka mengetahui apa yang
menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi
dari kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan
dapat dicapai secara efektif dan efisen. Dalam
penelitian ini pelanggan PDAM Tirta Khatuliswa
Kota Pontianak sering kali tidak mendapatkan
informasi yang jelas akan kendala yang dihadapi oleh
PDAM daam melaksanakan program kerjanya
berkaitan dengan pelayanan air bersih bagi pelanggan
terutama di Kecamatan Pontianak Barat.

3.Pada dimens konsistensi (consistency)
menghendaki  perintah yang diberikan dalam
pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan
jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi
pelaksana di lapangan. Petugas di lapangan seringkali
tidak menyampaikan informasi yang jelas dan pasti.
Informasi yang diterima oleh pelanggan sering kali
tidak menjelaskan secara rinci akan kendala yang
dihadapi oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak , baik mengenai penyebab, waktu, serta
pengaruh bagi pelayanan kepada konsumen.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor
pendukung yang sangat penting dalam proses
implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang
memadai maka pelaksanaan implementas akan
mengalami  hambatan. Komponen sumberdaya ini
meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana,
infformasi  yang relevan dan cukup untuk
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan
sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program,
adanya kewenangan yang menjamin bahwa program
dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg
diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung
yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan
program.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi
pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi
yaitu informas mengenahi bagaimana cara
menyelesaikan  kebijakan/program  serta  bagi
pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus
dilakukan dan informasi tentang data pendukung
kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-
undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat
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tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana

dilapangan.  Kekurangan informasi/pengetahuan
bagaimana melaksanakan  kebijakan  memiliki
konsekuensi langsung seperti  pelaksana  tidak

bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat
kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi
kebijakan membutuhkan kepatuhan organisas dan
individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya yang juga penting adalah
kewenangan untuk menentukan bagaimana program
dilakukan, kewenangan untuk
membel anjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan
uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.
Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor,
peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas
ini mustahil program dapat berjalan.

Ketersediaan sumber daya fasilitas merupakan
salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan
implementasi kebijakan. Sumber daya fasilitas dalam
hal ini tempat merupakan prasarana yang digunakan
untuk mengopersionalisasi implementasi  kebijakan
sechingga dalam proses implementas mudah
dilaksanakan.

Edward Il dalam Widodo (2008:102)
menegaskan bahwa: Terbatasnya faslitas dan
peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan
kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan
kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi
yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit
untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat,
andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan
pelaksanaan akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi
program optimalisas pelayanan air berssh PDAM
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan
Pontianak Barat , Bagian Bina Program PDAM Tirta
Khatulistiwa K ota Pontianak mengatakan :

Dalam implementasi program optimalisasi
pelayanan air bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat mengalami
kesulitan didalam hal sumber daya baik itu sumber
daya manusia terutama sumber daya yang berkaitan
dengan financial/ keuangan. Kemampuan sumber
daya manusia dalam hal penguasaan teknologi
dipandang belum maksimal. Tingkat pendidikan juga
mempengaruhi dalan hal kemampuaan bagi sumber
daya manusia yang ada, sementara itu kemampuan
dari segi financial/ keuangan yang tidak memadai
sangat mempengaruhi pelaksanaan program yang
diharapkan. Investasi yang dilaksanakan oleh PDAM
Tirta Khatulisiwa dalam upaya meningkatkan
pelayanan bagi pelanggan membutuhkan biaya yang
sangat besar sementara biaya produksi dan
perawatan juga membutuhkan biaya yang besar pula.

Dari beberapa hal mengenai sumber daya, dapat

disimpulkan bahwa sumber daya fasilitas dalam
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rangka implementasi program optimalisasi pelayanan
air bersih di Kecamatan Pontianak Barat masih kurang
memadai sehingga  dalam pel aksanaannya
implementor mengalami  kesulitan dalam mencari
aternatif lain untuk memenuhi kebutuhan fasilitas
tersebut. Sumber daya yang berupa faslitas
merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka
mempermudah operasionalisasi implementasi
kebijakan. Keadaan fasilitas yang tidak memadai
tentunya mempersulit implementor dalam
pelaksanaan implementasi program.

3. Disposisi

Edward Ill (dalam Subarsono, 2010:91)
menyebutkan bahwa disposis adalah watak dan
karakteristik yang dimiliki implementor dalam
menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut
dapat berupa komitmen, keujuran serta sifat
demokratis. Implementor akan dapat menjaankan
kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan disaat implementor memiliki
disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila
sikap atau perspektif yang dimiliki implementor
berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan
maka proses implementasi tidak dapat terlaksana
efektif.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor
terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana,
petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program
kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari
respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami
maksud dan sasaran program namun seringkali
mengalami kegagalan dalam melaksanakan program
secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada
didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan
dan menghindari implementasi program. Disamping
itu dukungan para peabat pelaksana sangat
dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi
pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara
efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini
adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas
program, penempatan pelaksana dengan orang-orang
yang  mendukung  program, memperhatikan
keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan
karakteristik demografi yang lain. Disamping itu
penyediaan dana yang cukup guna memberikan
insentif bagi para pelaksana program agar mereka
mendukung dan bekerja secara total dalam
melaksanakan kebijakan/program.

Tiga macam elemen respon yang dapat
mempengaruhi  keinginan dan kemauan untuk
melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri dari
pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman
(comprehesion and  understanding)  terhadap
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kebijakan; arah respon mereka apakah menerima,
netral atau menolak (acceptance, neutrality, and
rejection); intensitas terhadap kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan implementas
program optimalisas pelayanan air berssh PDAM
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan
Pontianak Barat, keseriusan skap implemetor
dirasakan sangat kurang. Hal tersebut dirasakan
dengan kurangnya keseriusan implementor. Dalam
pelaksanaan implementass program optimalisasi
pelayanan air berssh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat banyak
masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta
Khatulustiwa di Kecamatan Pontianak Barat yang
belum merasakan manfaat dari pelaksanaan program
tersebut.

Implementor yang menguasa  substans
kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan
yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, protes dari
pelanggan PDAM di Kecamatan Pontianak Barat
masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan
implementasi program optimalisas pelayanan air
bersh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat, salah satunya adalah
mengenai pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan.
Hal ini diungakapkan dari pernyataan dari pelanggan
MN, yakni :

Pelanggan PDAM sampai saat ini masih belum
mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak PDAM
Tirta Khatuliswa Kota Pontianak permasalahan yang
berkaitan dengan pelayanan yang diberikan
dirasakan belum maksimal.Seringkali keluhan yang
disampaikan pelanggan tidak direspon dengan cepat
oleh pihak PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak.Kami sebagai pelanggan seringkali tidak
tahu permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Tirta
Khatulistiwa Kota Pontianak serta program atau
upaya apa yang dilaksanakan oleh PDAM sebagai
upaya untuk mengoptimalkan pelayanan bagi
pelanggan di Kecamatan Pontianak Barat. Petugas di
lapangan seringkali tidak melayani keluhan
pelanggan dengan optimal.

Salah satu bentuk protes masyarakat khususnya
pelanggan dalam hal pelayanan yang tidak maksimal
tidak menampakkan tanggapan dari petugas atas
pengaduan yang disampaikan . Dalam pelaksanaan
implementasi program optimalisas pelayanan air
bersh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat, ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak
sepenuhnya terlaksana. Disposisi implementor tidak
sesual dengan apa yang diamanatkan dalam kebijakan
yang dijalankan. Jika dikgi kembali mengenai
pengetahuan dan pemahaman implementor, pada
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umumnya implementor telah mengetahui substansi
dari kebijakan yang dijalankan, namun ternyata hanya
dengan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai
kebijakan yang dijalankan tidak cukup untuk
membentuk sikap atau disposisi implementor yang
baik. Karakteristik implementor berupa komitmen
tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan
implementasi, ha ini ditunjukkan dengan tidak
adanya komitmen dari implementor dalam hal
memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya di
Kecamatan Pontianak Barat.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks
menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika
strukur  birokrasi  tidak  kondusif  terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan
menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat
jalannya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi
juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi
mengenai  standar  prosedur operasi  (SOP).
Pelaksanaan  implementasi  kebijakan  dengan
organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-
pecah atau tersebar) dapat menjadi distorsi dalam
pelaksanaan  kebijakan sehingga  diperlukannya
koordinasi yang intensif.

Aspek struktur yang penting dari setiap
organisas adalah adanya Standar Operasiona
Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak. SOP dalam ha ini
menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur
pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok,
fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara
para pelaku. Struktur organisasi yang terlalu panjang
akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas
organisas menjadi tidak fleksibel. Berdasarkan hasil
penelitian terkait masalah struktur birokrasi pelayanan
PDAM Kota Pontianak di kecamatan pontianak Barat,
WRS pelanggan PDAM di Kecamatan Pontianak
Barat mengatakan :

Pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan
seringkali  tidak ditindaklanjuti  dengan cepat.
Kepedulian pelanggan mengenai masalah teknis
seperti adanya pipa bocor tidak segera dilakukan
tindakan. Alasan yang diutarakan oleh petugas
PDAM Kota Pontianak adalah berkaitan maslah
kewenangan pekerjaan dan bahasa birokrasi yang
tidak dipahami oleh pelanggan. Seharusnya masalah
struktur birokrasi di internal PDAM jangan menjadi
penghambat dalam melakukan tindakan yang mesti
secepatnya dilaksanakan, karena hal tersebut
berpengaruh kepada pelayanan bagi pelanggan dan
juga merugikan PDAM itu sendiri.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerjaini biasa
digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan
umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan
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menggunakan SOP, para pelaksana dapat
mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat
berfungs untuk menyeragamkan tindakan-tindakan
pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar
luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang
besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan
peraturan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala
bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan
cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu,
semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan
dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi,
semakin besar pula probabilitas SOP menghambat
implementasi. Namun demikian, di samping
menghambat implementasi  kebijakan SOP juga
mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan
prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan
kontrol yang besar atas program yang bersifat
fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung
jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa
mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin
berkurang kemungkinan keberhasilan program atau
kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-
pandangan yang sempit dari banyak lembaga
birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi
pokok yang merugikan bagi  keberhasilan
implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan
yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan
dengan implementasi kebijakan publik.

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam
implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-
fungs tertentu ke dalam lembaga atau badan yang
berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan
mempunyai tugas yang terbatas atas suatu bidang,
maka tugastugas yang penting mungkin akan
terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang
menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit dari
badan yang mungkin juga akan menghambat
perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas
yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan
berusasha mempertahankan esensinya dan besar
kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan
baru yang membutuhkan perubahan.

Jika dihubungkan dengan program optimalisasi
pealayanan air berssh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat dari segi
cakupan bidang tugas, kegiatan yang terkait dengan
program optimalisasi pealayanan air bersh PDAM
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan
Pontianak Barat sangat komplek dan melibatkan
banyak pihak sehingga tidak mudah untuk
menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas. Jika
pihak yang terlibat itu di bawah satu komando, hal itu
relatif mudah untuk mengkoordinasikannya, akan
tetapi jika pihak-pihak yang terlibat masing-masing
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mempunyai garis komando tersendiri, keadaan ini
sangat menyulitkan dalam implementasi program
kebijakan. Hal inilah yang terjadi dalam implementasi
program optimalisasi pealayanan air bersh PDAM
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan
Pontianak Barat di mana dalam pelaksanakan program
kerjanya melibatkan banyak bagian dan unit kerja
yang masing-masing mempunyai atasan sendiri-
sendiri. Hal tersebut sesuai dengan yang dirasakan
oleh seksi teknis di Unit Pelayanan Wilayah |1, yang
mengatakan :

Program optimalisasi pealayanan Air Bersih
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat ini melibatkan banyak
pihak, baik pihak dari unit UPW Il sendiri maupun
bagian-bagian lain berkaitan dengan program
optimalisasi. Banyaknya proses dan pihak yang
bekerja menimbulkan kesulitan jika terjadi masalah
yang dihadapi. Misalkan saja masalah tanggung
jawab di bagian jaringan pendistribusian air,
kewenangan yang tidak jelas terkadang menjadi
penghambat dalan melaksanakan pekerjaan di bidang
bteknis seperti masalah pengerjaan perbaikan
jaringan pipa distribusi. Koordinas antar bagian
dalam struktur seakan terkendala oleh kewenangan
yang tidak jelas.

Dari pernyataan di Unit Pelayanan Wilayah |1
tersebut tersebut dapat diketahui, ternyata jika di
dalam pelaksanaan suatu program melibatkan banyak
pihak yang terlibat didalamnya struktur organisasi
yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing di
dalam suatu pelaksanaan program maka akan
menimbulkan masalah jika dikemudian hari terjadi
masalah. Pelanggan yang dalam hal ini ingin
mendapatkan pelayanan yang maksima  dari
pelayanan yang ada akan dirugikan jika terlalu banyak
prosedur dan organisasi yang berbeda yang mengurus
masalah-masalah yang menyangkut pelayanan air
bersih. Ketidak jelasan mengenai batasan kewenangan
seringkali menyebabkan masalah adanya tumpang
tindih kewenangan dalam ha tanggung jawab
mengenai suatu kegiatan atau pelaksanaan program
kerja. Hal ini tentunya akan menjadi penghabat dalam
rangaka pencapaian tujuan dari suatu program yang
telah direncanakan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN, IMPLIKASI,
KETERBATASAN PENELITIAN

4.1 Kesimpulan dan Saran

Dengan memperhatikan pembahasan yang
telah peneliti utarakan sebelumnya, maka beberapa
kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan
berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan
implementasi program optimalisas pealayanan air
bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat belum berjalan secara
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maksimal, adapun faktor-faktor
diantaranyayaitu:

1. Faktor Komunikasi

yang dimaksud

Dalam implementas progam optimalisasi
pelayanan air berssh PDAM Tirta Khatulustiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat komunikasi
yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan
program serta kendala yang dihadapi kepada
pelanggan dinila masih sangat minim. Seringkali
pelanggan maupun masyarakat tidak mendapatkan
pemahaman serta penjelasan dari PDAM mengenai
masalah maupun kendala yang dihadapi oleh PDAM
serta program-program apa sgja yang dilksanakan
oleh PDAM dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
air bersih bagi pelanggan dan masyarakat terutama di
Kecamatan Pontianak Barat.

Saran yang disampaikan adalah Dalam
implementasi progam, semakin baik komunikasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses
implementasi program maka asumsinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Komunikasi
antara pihak-pihak terkait akan membantu dalam
proses implementasi program yang dijalankan , karena
dengan berkomunikasi maka akan ada banyak pihak
yang memahami tujuan dan sasaran kebijakan
tersebut. Dalam mensosialisaikan sebuah program
kebijakan tentunya harus terjalin komonikasi yang
baik dengan pihak terkait agar dalam pelaksanaannya
tidak mendapat kesulitan sehingga kebijakan yang
ingin disosialisasikan kepada masyarakat ataupun
palanggan PDAM  dapat memperoleh hasil yang
maksimal. Salah satu penyebab  kurangnya
pemahaman pelanggan PDAM terhadap program
optimalisasi pealayanan air bersh PDAM Tirta
Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak
Barat adalah kurangnya diadakannya sosialisasi
sehingga palanggan kurang mengenai pemahaman
tentang program optimalisasi pealayanan air bersih
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat serta kendala-kendala
yang dihadapi. Perlu diadakannya sosialisasi secara
konsisten mengenai program tersebut sehingga
pelanggan mengerti dan paham mengenai program
yang dilaksanakan serta mengetahui hak mereka
untuk memperoleh pelayanan yang terbaik.

2. Faktor Sumberdaya

Dalam hal ini, sumber daya di Unit Pelayanan
Wilayah (UPW) Il PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat masih
terbilang minim dan sarana serta prasarana pendukung
juga belum maksimal sehingga terjadi ketidaksesuain
antara jumlah pelanggan dengan jumlah dan
kemampuan karyawan yang ada serta besarnya
kemampuan investasi tidak berimbang dengan lgju
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perkembangan pemukiman penduduk di Kecamatan
Pontianak Barat.

Saran yang disampaikan barkenaan dengan hal
tersebut adalah keberhasilan implementasi program
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumberdaya yang terpenting dalam
menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
Dengan adanya sumber daya manusia yang
berkualitas maka tidak menuntut kemungkinan
sumber daya pendukung lainnya dapat dikelola dan
dimanfaatkan dalam upaya pencapaian tujuan dari
kebijakan publik. Sumber daya finansial berupa
sarana dan prasarana kebijakan juga merupakan hal
yang perlu diperhatikan. Jika sebuah kebijakan yang
diimplementasikan tidak didukung dengan
ketersediaan sarana dan prasarana serta pendanaan
keuanganyang memadai, akan terjadi ketidak sesuaian
antara sasaran dengan hasil.

3. Faktor Disposis

Dalam implementasi program optimalisasi
pelayanan air berssh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak sikap penerimaan
dan penolakan dari agen pelaksana akan sangat
banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya
kinerja implementasi program kebijakan publik.
Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal ini pihak
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak mengenai
masalah di dalam implementasi program optimalisasi
pealayanan air bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat dalam hal
ini dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan
yang menyangkut pelayanan air bersih di kecamatan
Pontianak Barat yang belum terselesaikan secara
maksimal. Hal ini berkenaan dengan masih banyaknya
keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pelanggan
menyangkut pelayanan air bersh di Kecamatan
pontianak Barat.

Saran mengenai hal tersebut adalah Sikap
dari para pelaksana program optimalisasi pealayanan
Air Bersh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
di Kecamatan Pontianak Barat terutama di Unit
pelayanan Wilayah (UPW) Il yang melakukan tugas
dan fungs serta kewenangannya bagi pelanggan
PDAM di Kecamatan Pontianak Barat sebaiknya lebih
ditingkatkan lagi, bak dari segi tugas dan
kemampuannya di dalam memberikan pelayanan yang
maksimal bagi pelanggan di Kecamatan Pontianak
Barat sehingga sasaran dari program optimalisasi
pealayanan Air Berssh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat dapat jelas
dan tepat dengan terciptanya pelayanan air bersih
secara optimal. Diharapkan juga adanya perhatian dan
dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Pontianak
dengan menyediakan modal investasi kepada PDAM
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak selaku Badan
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Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melayani hajat
hidup masyarakat akan air bersh agar dapat
melaksanakan program dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat
K ota Pontianak.

4, Struktur Birokrasi

Dalam implementasi program optimalisasi
pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat
struktur birokrasi yang panjang dan melibatkan
berbagai pihak menimbulkan prosedur birokrasi yang
rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi
tidak fleksibel. Prosedur yang panjang dan kompleks
ini tentunya memerlukan sumber daya yang memadai
serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-
tahap tersebut yang menimbulkan kurangnya tingkat
koordinasi dalam pelasanaannya dari pihak pembuat
dan pelaksana suatu program. Selain itu, kendala dari
implementasi yang dihadapi juga berupa fragmentasi
atau penyebaran kewenangan yang tidak jelas bagi
pelaksana implementass program  optimalisasi
pealayanan Air Berssh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat.

Adapun saran yang ingin disampaikan
berkenaan dengan hal tersebut adalah Struktur
birokrasi yang dibuat dalam mengimplementasikan
program harusah mencakup aspek-aspek seperti
struktur  organisasi, pembagian  kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisas yang ada dalam
organisasi yang bersangkutan, dan hubungan
organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi
juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimens

mengenai standar operasioanal prosedur (SOP).
Struktur organisas yang terladu panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas
organisas menjadi tidak fleksibel. Salah satu aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah
adanya Standar Operasiona Prosedur (SOP) yang
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak. SOP dalam hal ini menyangkut mekanisme,
sistem dan prosedur pelaksanaan  kebijakan,
pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan
tanggung jawab di antara para pelaku.

4.2. Implikasi

Secara teoritis, implikasi dari hasil penelitian
yang berjudul Implementasi Program Optimalisasi
Pealayanan Air Bersh PDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak Di Kecamatan Pontianak Barat
merupakan sarana yang baik dalam bentuk media
aplikess teori yang dapat berguna dalam
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan
pengalaman peneliti dalam membuat sebuah karya
ilmiah atau hasil pendlitian. Hasil dari penédlitian ini
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telah mengetahui bagaimana implementasi program
optimalisasi pealayanan Air Bersh PDAM Tirta
Khatulistiwa Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak
Barat dan faktor-faktor apa sgja yang mempengaruhi
di dalam proses implementasi program optimalisasi
pealayanan Air Berssh PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian
ini ialah model Edward Ill. Menurut Edward IlI
(dalam Subarsono,2010:91), mengungkapkan agar
implementasi program kebijakan itu berhasil dan
berjalan efektif, maka ada 4 faktor yang harus
diperhatikan, yaitu mencakup komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan
teori model Edward |1l tersebut sangat tepat untuk
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman di
bidang IImu Pemerintahan, khususnya membahas
kajian implementasi program kebijakan publik, karena
menjelaskan tugas dan fungs daripada pemerintah.
Dengan demikian, penelitian ini berimplikasi menjadi
bahan bacaan dan literatur bagi peneliti atau pihak
lan yang mengkaji permasadahan efektivitas
implementasi program kebijakan.

Secara praktis, implikasi dari hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna bagi manaemen
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Pontianak untuk memperoleh saran dan masukan serta
sebagai bahan evaluas dalam penyempurnaan atas
implementasi program kerja yang dilaksanakan dan
diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi dan
pemecahan  permasalahan  berkenaan  dengan
implementasi program optimalisasi pealayanan Air
Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak di
Kecamatan Pontianak Barat.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa
kenddla yang dirasakan peneliti  sehingga
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian.
Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan
penelitian ini diantaranya:

1Kurangnya  keterbukaan informan dalam
memberikan informasi terkait permasalahan yang ada
hal ini dikarenakan adanya perasaan takut kepada
atasan apabila memberikan penilaian yang negatif.
Serta adanya kecurigaan karena khawatir penulis akan
menulis mengenai  kejelekan-kejelekan  instansi
sehingga penulis harus lebih keras menggali informasi
mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai
kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan
untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke bentuk
tulisan.

3. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan
penelitian dengan tema “Implementasi  program
Optimalisas Pealayanan Air Bersh PDAM Tirta
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Khatulistiwa Kota Pontianak Di Kecamatan Pontianak
Barat” masih dirasakan banyak kekurangan dan
kelemahan karena peneliti sendiri masih tergolong
baru dan pemula dalam melakukan penelitian ilmiah.
Kelemahan tersebut khusunya pada keterbatasan
dalam melakukan wawancara, tekhnik pengumpulan
data dan analisis data.
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